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ABSTRAK 

 
Ari Priananda, 2006/79281 PELAKSANAAN PENERTIBAN TERHADAP 

PELANGGARAN OPERASIONAL 
ANGKUTAN UMUM OLEH DINAS 
PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA 
BARAT (Studi Pada Terminal Aur Kuning 
Bukittinggi) 

 
 Penelitian ini dilatar belakangi oleh kondisi Terminal Aur Kuning 
Bukittinggi merupakan Terminal yang terpadat dan tersibuk yang disinggahi oleh 
angkutan umum AKDP dan AKAP di Provinsi Sumatera Barat, dan juga pada 
Terminal Aur Kuning Bukittinggi terdapat angkutan umum AKDP dan AKAP 
yang melakukan pelanggaran tapi belum teratasi, seperti pelanggaran Perizinan 
Operasional dan Pelanggaran Persyaratan Teknis Laik Jalan. Sedangkan tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan penertiban terhadap 
pelanggaran operasional angkutan umum oleh Dinas Perhubungan Provinsi 
Sumatera Barat, untuk mengetahui hambatan-hambatan apa yang menyebabkan 
sulitnya dalam melakukan penertiban terhadap pelanggaran operasional angkutan 
umum oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat dan upaya-upaya apa 
yang dilakukan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat dalam mengatasi 
hambatan penertiban terhadap pelanggaran operasional angkutan umum di 
Terminal Aur Kuning Bukittinggi. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan 
metode deskriptif. Informan ditentukan secara purposive sesuai dengan tujuan 
penelitian yang ditetapkan. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data 
sekunder, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi 
dokumentasi. Uji keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan 
member chek. Kemudian data dianalisis melalui tahap  reduksi data, penyajisan 
data dan pengambilan kesimpulan/verifikasi yang dilakukan selama proses  
penelitian berlangsung. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan penertiban terhadap 
pelanggaran operasional angkutan umum oleh Dinas Perhubungan Propinsi 
Sumatera Barat umumnya sudah berjalan baik, karena dalam pelaksanaan 
penertiban petugas Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat sudah dapat 
menindak angkutan umum yang melakukan pelanggaran. Hambatan yang 
dihadapi dalam melakukan pnertiban  adalah keterbatasan SDM petugas 
penertiban dan kurang disiplinnya patugas penertiban Dinas Perhubungan 
Provinsi Sumatera Barat (hambatan internal) dan kurangnya SDM pengemudi 
angkutan umum serta kesadaran hukum pengemudi angkutan umum dan tingkah 
laku pengemudi angkutan umum juga menjadi hambatan dalam Pelaksanaan 
Penertiban Terhadap Pelanggaran Operasional Angkutan Umum Oleh Dinas 
Perhubungan Provinsi Sumatera Barat (hambatan eksternal). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Meningkatnya taraf hidup rakyat sebagai hasil dari upaya 

pembangunan yang telah dilaksanakan mengakibatkan pula peningkatan 

kebutuhan disegala bidang kehidupan yang dewasa ini berjalan dengan 

pesatnya baik di kota maupun di desa. Di antaranya adalah kebutuhan akan 

jasa angkutan bagi orang serta barang dari dan keseluruh pelosok tanah air, 

bahkan dari dan keluar negeri. Melihat terjadinya peningkatan kebutuhan 

angkutan tersebut memberikan indikasi bahwa sektor transportasi memegang 

peran yang aktif sebagai urat nadi perekonomian dalam rangka mewujudkan 

kesejahteraan rakyat. 

Dalam rangka otonomi, kepala daerah diberi suatu kewenangan untuk 

mengurus daerah dan mengatur rumah tangga, termasuk didalamnya mengatur 

masalah transportasi. Transportasi bagi daerah merupakan unsur pokok bagi 

daerah untuk menghubungkan aktivitas-aktivitas masyarakat dalam berbagai 

aspek kehidupan, sehinggga mobilitas masyarakat akan menjadi lancar. 

Mengingat penting dan strategisnya peranan transportasi yang 

menguasai hajat hidup orang banyak, maka bidang transportasi dikuasai oleh 

negara yang pembinaannya dilakukan oleh pemerintah. Salah satu bidang 

transportasi yang perlu diselenggarakan secara berkesinambungan dan terus 

ditingkatkan agar lebih luas daya jangkau dan pelayanan kepada masyarakat 

atau dengan memperhatikan 
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sebesar-besarnya kepentingan umum dan kemampuan masyarakat adalah lalu 

lintas dan angkutan jalan. 

Lalu lintas dan angkutan jalan perlu pengaturan supaya adanya 

ketertiban seperti yang terdapat dalam UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu 

lintas dan angkutan jalan. Salah satu transportasi lalu lintas angkutan jalan 

tersebut adalah angkutan umum. Oleh karena itu angkutan umum memerlukan 

suatu lokasi agar adanya suatu ketertiban dalam menaikkan dan menurunkan 

orang atau barang. 

Dalam penempatan lokasi angkutan dalam Provinsi (AKDP) antar kota 

dalam provinsi, (AKAP) antar kota antar provinsi, pemerintah telah 

menjadikan Terminal seperti yang diatur dalam UU No. 22 tahun 2009 tentang 

lalu lintas dan angkutan jalan, peraturan pemerintah No. 41 tahun 1993 

tentang angkutan jalan. Menurut UU No. 22 tahun 2009 terminal adalah 

pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur 

kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau 

barang, serta perpindahan moda angkutan. 

Terminal Aur Kuning menghubungkan Transportasi kota Bukit Tinggi 

dengan Kota-kota dan Kabupaten-kabupaten lain yang tersebar di Wilayah 

Sumatera Barat serta Propinsi-propinsi lainnya di Pulau Sumatera dan Jawa, 

yang mana apa bila kita memasuki terminal tersebut, kesan yang pertama 

adalah pasti bingung dan terlihat semrawut, dimana tidak jelasnya tempat 

pemberhentian dan juga tempat pemberangkatan angkutan umum tidak pada 
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tempatnya, angkutan- angkutan umum yang ada dalam terminal juga tidak 

tersusun dengan rapi. 

Dalam pelaksanaan penertiban terhadap angkutan umum oleh Dinas 

Perhubungan Propinsi Sumatera Barat, Dinas Perhubungan dapat 

memperhatikan pelanggaran-pelanggaran yang tejadi terhadap angkutan 

umum AKDP dan AKAP tersebut dan dapat memberikan sanksi sesuai dengan 

peraturan yang berlaku.  

Pada Penertiban Pelanggaran angkutan umum AKDP dan AKAP ini 

akan diberikan 3 (tiga) tindakan hukum apabila angkutan tersebut melakukan 

pelanggaran Lalulintas diantaranya: 

1. Tindakan Preventif yaitu suatu tindakan yang diberikan terhadap 

pengemudi Angkutan umum yang bersifat peringatan/teguran 

diantaranya:  

a. Tidak menentukan jenis pelayanan pada body kendaraaan. 

b. Tidak memasang plat camping atau plat uji pada kendaran 

dan  Tidak membayar premi asuransi penumpang sesuai 

jadwal yang dicantumkan atau tidak dapat melihatkan buku 

asuransi penumpang. 

2. Tindakan Refresif ( tilang ) yaitu suatu tindakan yang diberikan 

kepada pengemudi angkutan  yang  melakukan pemeriksaan 

menggunakan Berita Acara Pemeriksaan ( BAP ) yang dikirimkan 

ke Pengadilan Negeri setempat diantaranya:  

a. Melakukan Pelanggran Trayek. 
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b. Menggunakan kartu pengawas ganda. 

c. Mengunakan izin insidentil lebih dari satu kali perjalanan 

atau lebih 14 hari dari tanggal penerbitan izin dan 

kendaraan beroperasi telah habis masa berlaku izin Trayek. 

3. Penyitaan/penahanan kendaraan yaitu tindakan yang diberikan 

apabila pengemudi   kendaraan   tidak   dapat   melihatkan   sama   

sekali  dokumen kendaraan /tanpa dokumen terhadap 

penyitaan/penahanan kendaraan ini akan dilakukan setelah 

dikoordinasikan petugas kepolisian dengan mempertimbangkan 

segalanya diantaranya:  

a. Pengalihan penumpang ke kendaraan lain, tempat 

penyimpanan dan lokasinya. 

b. Pertimbangan terhadap penumpang dan adanya jarak yang 

harus diperhatikan  

(Laporan penertiban angkutan umum di terminal tahun 2009 

bidang (TSKAD) teknik sarana dan keselamatan angkutan 

darat seksi pengendalian Operasional) 

Dinas perhubungan yang melakukan penertiban Angkutan Umum di 

terminal perlu memperhatikan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada 

Angkutan Umum. Apabila tidak ada pengaturannya, maka akibatnya akan 

timbul pelanggaran lalu lintas. Akan tetapi dalam pelaksanaan tugasnya Dinas 

Perhubungan sering mengalami kesulitan dalam penertiban Angkutan Umum 

di Terminal, karena banyaknya angkutan umum yang melanggar seperti 
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pelanggaran perizinan operasional, pelanggaran persyaratan teknis laik jalan, 

dan juga adanya faktor internal yang menyebabkan sulitnya dilakakukan 

penertiban yaitu terkendalanya petugas Dinas Perhubungan di terminal untuk 

melakukan pemeriksaan apalagi penindakan terhadap pelanggaran perizinan 

dan operasional maupun pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan karena 

masih kurangnya Sumber  Daya Manusia (  SDM ) petugas yang ada di 

terminal tentang hal-hal yang   perlu  dilakukan  apabila   kendaraan  angkutan  

umum melakukan pelanggaran dan keengganan petugas untuk menindak 

angkutan umum yang melakukan pelanggaran karena petugas dan pengemudi 

sudah saling kenal mengenal bahkan ada yang terikat hubungan keluarga. 

Tujuan dari pelaksanaan penertiban palanggaran angkutan umum 

diterminal adalah untuk  menekan angka kecelakaan lalulintas, yang sering 

terjadi di jalan raya, dalam UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan 

angkutan jalan.  Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang 

tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa 

pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan kerugian harta 

benda. Dengan adanya penertiban pelanggaran angkutan umum dapat 

memberikan pembinaan, Koordinasi dan Sinkronsasi pemahaman dan 

pelaksanaan kebijakan lalu lintas dan angkutan jalan setelah pemberlakuan 

Undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan. 

Penertiban terhadap pelanggaran angkutan umum di terminal dapat 

Memberdayakan dan meningkatkan fungsi Terminal sebagai salah satu Sarana 

Pengawasan Perizinan Angkutan Umum dan membuat effek jera kepada para 
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pengemudi dan pengusaha angkutan umum untuk mengutamakan keselamatan 

dan kenyamanan pemakai jasa angkutan. 

Didalam Provinsi Sumatera Barat Dinas Perhubungan Provinsi 

berwenang melaksanakan penertiban disetiap terminal yang berda dalam 

Provinsi Sumatera Barat. Dinas Perhubungan merupakan lembaga pemerintah 

yang bergerak di bidang perhubungan lalu lintas dan angkutan jalan. 

Dalam laporan penertiban angkutan umum di terminal tahun 2009 

bidang (TSKAD) teknik sarana dan keselamatan angkutan darat seksi 

pengendalian operasional pada tiga terminal, Aur Kuning, Bareh Solok dan 

Kiliran Jao. Menurut grafik rincian jumlah AKDP dan AKAP yang melintas di 

terminal, Terminal Aur Kuning yang paling banyak dilalui AKDP dan AKAP. 

Berdasarkan hal tersebut penulis tetarik untuk membuat atau mengambil judul 

pada penelitian ini adalah tentang Pelaksanaan Penertiban Terhadap 

Pelanggaran Operasional Angkutan Umum Oleh Dinas Perhubungan 

Provinsi Sumatera Barat 

B. Identifikasi, Pembatasan, Perumusan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis dapat 

mengidentifikasi masalah sebagai berikut: 

a. Terdapatnya pelanggaran perizinan operasional. 

b. Terdapatnya pelanggaran persyaratan teknis laik jalan. 

c. Terkendalanya petugas Dinas Perhubungan di terminal untuk 

melakukan pemeriksaan apalagi penindakan terhadap pelanggaran 
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perizinan dan operasional maupun pelanggaran persyaratan teknis 

dan laik jalan karena masih kurangnya Sumber  Daya Manusia.  

d. Keengganan petugas untuk menindak angkutan umum yang 

melakukan pelanggaran karena petugas dan pengemudi sudah saling 

kenal mengenal bahkan ada yang terikat hubungan keluarga. 

2. Pembatasan Masalah 

Dari identifikasi masalah di atas, peneliti membatasi masalah-

masalah penelitian terhadap pelanggaran-palanggaran operasional 

angkutan umum AKDP dan AKAP di Terminal Aur Kuning Bukittinggi. 

3. Perumusan Masalah 

Dengan adanya pembatasan masalah, maka penulis dapat 

menyimpulkan perumusan masalah penelitian sebagai berikut: 

a. Bagaimana Pelaksanaan penertiban terhadap pelanggaran 

operasional angkutan umum oleh Dinas Perhubungan Provinsi 

Sumatera Barat di Terminal Aur Kuning Bukittinggi? 

b. Hambatan-hambatan apa yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan 

Provinsi Sumatera Barat dalam pelaksanaan penertiban terhadap 

pelanggaran operasional angkutan umum di Terminal Aur Kuning 

Kota Bukittinggi? 

c. Upaya apa yang dilakukan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera 

Barat dalam mengatasi hambatan dalam penertiban terhadap 

pelanggaran operasional angkutan umum di Terminal Aur Kuning 

Bukittinggi? 
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C. Fokus Penelitian 

Untuk menjawab dan mengkaji masalah penelitian ini, Penentuan fokus 

penelitian menjadi sangat perlu, karena fokus penelitian ini sangat penting 

peranannya dalam memandu dan mengarahkan jalannya penelitian, maka yang 

menjadi fokus dalam penelitian ini adalah tindakan-tindakan yang dilakukan 

Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat terhadap angkutan umum AKDP 

dan AKAP yang melanggar. 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui proses Pelaksanaan Penertiban Terhadap Pelanggaran 

Operasional Angkutan Umum Oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera 

Barat. 

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa yang menyebabkan sulitnya 

dalam melakukan Penertiban Terhadap Pelanggaran Operasional 

Angkutan Umum Oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat. 

3. Untuk mengetahui upaya-upaya apakah yang dilakukan Dinas 

Perhubungan Provinsi Sumatera Barat terhadap hambatan-hambatan yang 

terjadi pada pelaksanaan Penertiban terhadap Pelanggaran Operasional 

Angkutan Umum oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat. 

 

8 



E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Untuk menambah pengetahuan penulis tentang bagaimana 

Pelaksanaan Penertiban terhadap Pelanggaran Operasional Angkutan 

Umum. 

b. Untuk maningkatkan kemampuan penulis melakukan suatu penelitian 

ilmiah. 

2. Manfaat Praktis 

a. Dengan adanya kegiatan ini sehingga angkutan yang selama ini sulit 

untuk diperiksa/ditindak oleh Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota, 

sudah dapat dilakukan pembinaan terhadap pengemudi angkutan 

tersebut. 

b. Memberikan masukan-masukan terhadap Dinas Perhubungan di 

Daerah-daerah dalam rangka pelaksanaan penertiban pelanggaran 

angkutan penumpang umum di terminal. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya penulis 

dapat menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut: 

1. Dinas perhubungan adalah lembaga pemerintah yang bergerak dibidang 

perhubungan lalu lintas dan angkutan jalan dan bertujuan untuk menertibkan 

angkutan kota dalam propinsi AKDP dan angkutan kota antar propinsi 

AKAP. Sejauh ini kinerja Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Barat pada 

umumnya sudah dapat dikatakan berjalan dengan baik, karena petugas 

Penertiban Angkutan Umum AKDP/AKAP telah dapat menindak angkutan 

umum yang melakukan pelanggaran seperti memberikan tindakan Refresif 

terhadap angkutan umum yang melakukan pelanggaran. 

2. Beberapa hambatan yaitu hambatan internal yaitu kurang disiplinnya 

petugas penertiban angkutan umum diterminal dan keterbatasan SDM 

petugas penertiban menjadikan hambatan dalam mengoptimalkan 

penertiban pelanggaran terhadap angkutan umum di terminal. Hambatan 

eksternal juga meliputi keterbatasan SDM, tingkah laku pengemudi 

angkutan umum yang kurang baik serta kurangnya kesadaran hukum para 

pengemudi angkutan umum. 

3. Untuk mengatsi hambatan yang dihadapi dalam Pelaksanaan Penertiban 

Terhadap Pelanggaran Operasional Angkutan Umum Oleh Dinas 

Perhubungan Propinsi Sumatera Barat Di Terminal Aur Kuning Bukittinggi 
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upaya yang dilakukan adalah upaya internal seperti Dinas Perhubungan 

Propinsi Sumatera Barat Meningkatkan Disiplin yang ketat terhadap petugas  

yang melakukan penertiban angkutan umum di terminal serta memberikan 

pembekalan hukum terhadap petugas penertiban angkutan umum di terminal 

yang memiliki keterbatasan SDM atau yang kurang memahami tentang 

hukum atau Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Sedangkan 

upaya untuk mengatasi hambatan eksternal adalah memberikan sanksi atau 

tundakan yang tegas terhadap pengemudi angkutan umum sesuai dengan 

Undang-Undang yang berlaku yaitunya Undang-Undang No. 22 Tahun 

2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas dapat dikemukakan beberapa saran antara lain: 

1. Diharapkan kepada Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Barat 

khususnya kepada petugas penertiban yang melakukan penertiban di 

Terminal Aur Kuning bukittinggi agar dapat meningkatkan kinerjanya 

dalam melaksanakan Penertiban Terhadap Pelanggaran Operasional 

Angkutan Umum sehingga angkutan umum yang melakukan pelanggaran 

dapat di tindak secara hukum yang berlaku. 

2. Mengenai hambatan yang dihadapi dalam Pelaksanaan Penertiban 

Terhadap Pelanggaran Operasional Angkutan Umum Oleh Dinas 

Perhubungan Propinsi Sumatera Barat Di Terminal Aur Kuning 

Bukittinggi dari hambatan internal diharapkan Dinas Perhubungan 

Propinsi Sumatera Barat untuk lebih meningkatkan disiplin kerja sehingga 

tidak lagi di jumpai petugas penertian pelanggaran angkutan umum di 

93 



terminal yang tidak disiplin, serta memberikan pengetahuan-pengetahuan 

hukum terhadap petugas penertiban angkutan umum yang memiliki SDM 

yang rendah. Sedangkan hambatan eksternal terutama masalah kesadaran 

hukum pengemudi angkutan umum sebaiknya Dinas Perhubungan 

memberikan sosialisai hukum yang lebih terhadap pengemudi angkutan 

umum agar mereka nantinya mau mematuhi peraturan lalu lintas dan 

angkutan jalan, serta terhadap tingkah laku pengemudi angkutan umum 

yang kurang baik sebaiknya mereka diberitahukan bahaya tidaknya 

mematuhi peraturan lalu lintas tau Undang-Undang Tentang Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan, seta memberikan sanksi atau tindakan yang tegas 

terhadap pengemudi angkutan umum yang sering melakukan pelanggaran. 

3. Untuk lebih meningkatkan kinerja Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera 

Barat hendaknya memberikan pembagian kerja yang jelas terhadap 

petugas dari Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Barat yang melakukan 

penertiban pelanggaran angkutan umum di terminal. Bagi angkutan umum 

AKDP dan AKAP yang tidak memiliki dokumen-dokumen laik jalan yang 

lengkap agar dapat diberikan sanksi yang tegas, dengan demikian angktan 

umum AKDP dan AKAP nantinya akan melengkapi dokumen-dokumen 

laik jalan yang telah di tentukan sesuai dengan Undang-Undang No. 22 

Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. 

94 



DAFTAR PUSTAKA 
Acuan Dari Buku 
 
Budiono. 1991. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Surabaya: Rineka Cipta. 688 
Hal. 
 
Dunn, William N, Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua, Gadjah 
        Madha University Press. 
 
Fuad Hassan. 1997. Metode Penelitian Kualitatif. 183 hal. 
 
Irfan Islamy. 1997. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi 

Aksara. 128 hal. 
 
Lexy J. Moleong. 2002. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Gramedia 
 
Mahmudi, 2005, Manajemen Kinerja Sektor Publik, Yogyakarta: UPP AMP 

 YKPN 
 

Nugroho, Rianto D, 2006, Kebijakan Publik Untuk Negara-negara Berkembang 
Model-model Perumusan, Implementasi dan Evaluasi, Jakarta: PT 
Elex  Media Komputindo Kelompok Gramedia 
 

Otje Salman. 1989. Beberapa Aspek Sosiologi Hukum. Bandung: Alumni 
 
Polomo M. Margaret. 2004. Sosiologo Kontemporer. Jakarta: Raja Grapindo 

Persada. 441 Hal 
 
Ritzer, George. 2004. Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda. Jakarta: 

Grafindo Persada. 151 Hal. 
 
Secapa Polri. 1996. Vademikum TK. 1 Polri. Sukabumu: 949 Hal. 
 
Soerjono Soekanto. Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat. Jakarta: Rajawali Pers. 
  
Yumni Rusdiyenti. 1996. Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Ditinjau Dari 

Pemakaian Jalan Di Kota Madya Padang. Skripsi. Fakultas 
Pendidikan Ilmu Sosial, IKIP, Padang. 106 Hal 

 
Zainuddin Ali. 2005. Sosiologi Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. 160 Hal 
 
Acuan Dari Dokumen Resmi Pemerintah 
 
Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan 
 
Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan. 


